
 
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR :  251 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN DALAM RANGKA 

PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), 
PASIEN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2020  

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan Bantuan Sosial Pangan 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, perlu dibuat daftar penerima bantuannya; 

 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial 
Pangan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), Pasien Terkonfirmasi 
Positif Covid-19 yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun Anggaran 2020;  
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  

 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6322); 

 
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( Lembaran 

Negara Republik sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
199); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
465); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Nomor 66); 
 

15. peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomro 
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); 

 
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin 
Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2016 Nomor 61); 
 

17. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 Tahun 
2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana 

Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Kabupaten Kotawaringin Barat.  

 

 



 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   

 
KESATU : Penerima Bantuan Sosial Pangan Dalam Rangka Penanganan 

Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pasien 
Terkonfirmasi Positif Covid-19 yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Bupati ini; 
 

KEDUA : Bantuan sosial pangan yang diberikan kepada penerima 
bantuan setiap Rumah Tangga berupa : 
a. Beras 20 Kg  

b. Telur 1 Piring (30 Butir) 
c. Minyak Goreng 2 Liter 

d. Mie Instan 1 Dus (40 Bungkus) 
 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga 
(BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020; 
 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   

 
  
  Ditetapkan di Pangkalan Bun 

  pada tanggal 20 Mei 2020 
   

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
 

 
 
 

NURHIDAYAH 
 

 
 
 
 
 


